BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaaan yang menyebabkan pergeseran
antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
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13.

14.

15.

16.

17

18

19

20.

21.

22.

23.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangli Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2018 Nomor 14 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2018 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 semula berjumlah sebesar Rp. 1.360.106.465.044,43
berkurang sejumlah Rp. 97.859.631.326,24 sehingga menjadi
Rp. 1.262.246.833.718,19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.210.206.465.044,43
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 14.103.752.488,51
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan Rp. 1.224.310.217.532,94
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.360.106.465.044,43

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (97.859.631.326,24)
Jumlah Belanja

Setelah Perubahan Rp. 1.262.246.833.718,19
c. Surplus/Defisit Setelah
Perubahan Rp. (37.936.616.185,25)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 149.900.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (111.963.383.814,75)
Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. (37.936.616.185,25)
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan Rp. 37.936.616.185,25

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 terdiri dari :
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a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 139.180.771.175,34
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (3.013.198.742,19)
Jumlah pendapatan asli
daerah setelah

Perubahan Rp. 136.167.572.433,15
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 749.194.930.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (00)
Jumlah dana perimbangan
setelah Perubahan Rp. 749.194.930.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 321.830.763.869,09
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 17.116.951.230,70

Jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah setelah
Perubahan Rp. 338.947.715.099,79

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 19.802.414.957,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp 422.602.050,00
Jumlah pajak daerah setelah
Perubahan Rp. 20.225.017.007,00
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 30.263.129.410,54
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 7.192.496.310,53
Jumlah retribusi daerah setelah
Perubahan Rp. 37.455.625.721,07
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 5.832.977.640,30
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 5.832.977.640,30
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 83.282.249.167,50

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (10.628.297.102,72)

Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah
Perubahan Rp. 72.653.952.064,78

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 18.576.708.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. ,00
Jumlah bagi hasil pajak/bukan
pajak setelah Perubahan Rp. 18.576.708.000,00
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 584.470.785.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
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Jumlah dana alokas umum

3) setelah Perubahan Rp. 584.470.785.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 146.147.437.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. ,00
Jumlah dana alokas khusus
setelah Perubahan Rp. 146.147.437.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari  jenis

pendapatan :
a. Hibah
1) Semula Rp. 30.062.670.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. ,00
Jumlah hibah setelah
Perubahan Rp. 30.062.670.000,00
b. Dana Darurat
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah
Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 91.707.100.469,09
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 13.504.997.947,70
Jumlah dana bagi hasil pajak dari
provinsi dan pemerintah daerah
lainnya setelah

Perubahan Rp. 105.212.098.416,79

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 104.233.323.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. ,00

Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah
Perubahan Rp. 104.233.323.000,00
e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 95.827.670.400,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 1.266.423.283,00
Jumlah bantuan keuangan dari
provinsi atau pemerintah daerah
lainnya setelah

Perubahan Rp. 97.094.093.683,00
f. Pendapatan Lainnya
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pendapatan lainnya
setelah Perubahan Rp. 0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
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1) Semula Rp. 819.161.569.157,06
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (63.851.193.933,28)
Jumlah belanja tidak langsung

setelah Perubahan Rp. 755.310.375.223,78
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 540.944.895.887,37

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (34.008.437.392,96)
Jumlah belanja langsung setelah
Perubahan Rp. 506.936.458.494,41
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 536.882.240.000,31
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (13.107.626.704,34)
Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan Rp. 523.774.613.295,97
b. Belanja Bunga:
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah
Perubahan Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah
Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 16.594.411.200,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.268.819.000,00
Jumlah belanja hibah setelah
Perubahan Rp. 19.863.230.200,00
e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 350.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. ,00
Jumlah belanja bantuan sosial
setelah Perubahan Rp. 350.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
1) Semula Rp. 5.006.554.436,75
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 761.509.836,06
Jumlah belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintah desa setelah
Perubahan Rp. 5.768.064.272,81
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1) Semula Rp. 259.328.363.520,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (54.773.896.065,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan
kepada provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintahan desa setelah

Perubahan Rp. 204.554.467.455,00

h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga
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setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 58.654.817.694,71
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.008.217.459,28)
Jumlah belanja pegawai setelah
Perubahan Rp. 59.663.035.153,99
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 245.213.259.062,75
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.893.740.659,66
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan Rp. 248.106.999.722 .41
c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 237.076.819.129,91

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (37.910.395.511,90)
Jumlah belanja modal setelah
Perubahan Rp. 199.166.423.618,01

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 3 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 149.900.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (111.963.383.814,795)
Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 37.936.616.185,25
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)
1) Semula Rp. 119.900.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (81.963.383.814,75)
Jumlah SiLPA setelah

Perubahan Rp. 37.936.616.185,25
b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
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1) Semula Rp. 30.000.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (30.000.000.000,00)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman setelah

Perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00
g. Penerimaan Kembali Penjaminan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali
penjaminan setelah

Perubahan Rp. 0,00

h. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali
Investasi Dana Bergulir
setelah Perubahan Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal pemerintah
daerah setelah

Perubahan Rp. 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran pokok utang
setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Dana Jaminan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana jaminan
setelah Perubahan Rp. 0,00

www.jdih.banglikab.go.id



http://www.jdih.banglikab.go.id/

f. Pembayaran Utang

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran utang
setelah Perubahan Rp. 0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD;

c. Lampiran lI Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI = Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini;

h. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehigga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangli.
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Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI BANGLI,
Cap/ttd
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Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
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